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PENETAPAN
Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Botg

>3 5233l alll s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara
hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Blitar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan swasta, beralamat di Kota Bontang, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Adv. Aksan, S.H., C.Me. dan
Johansyah, S.H. adalah advokat/penasehat hukum dan
mediator pada Kantor HUKUM AKSHAN dan Rekan, alamat di
Perum PT. Badak. Hop | JIn. Mahoni No. 58 Kelurahan Satimpo,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi
Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor
52/SK-KS/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
ibu rumah tangga, alamat di Kota Bontang, dan sekarang tidak
diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Negara Kesatuan
Republik Indonsia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober
2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor
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438/Pdt.G/2021/PA.Btg, tanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan surat

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2009, Pemohon telah melangsungkan
pernikahan dengan Termohon yang dicatat di Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0511/006/XI1/2009, tanggal
11 Januari 2001

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon (suami) berstatus jejaka dan Termohon
(istri) berstatus perawan

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah Kontrakan di Kota Bontang

4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon (suami) dan Termohon (istri)
telah berhubungan layaknya suami istri dan telah mempunya 2 ( dua )orang
anak, masing-masing bernama:

a. ANAK I, umur 10 tahun; dengan Nomor Akta Kelahiran XXXXX
b. ANAK II, umur 9 (sembilan) tahun; dengan Nomor Akta Kelahiran
XXXXX

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis
layaknya suami Istri, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan
percekcokan terus-menerus hingga pada tahun 2019 Termohon
meninggalkan rumah tanpa pamit

6. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha
mencari keberadaan Termohon antara lain ke rumah orang tua dan sanak
familinya, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon dan mereka
semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga saat
ini;

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon dan anak-
anak kami merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya
Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang
tidak bertanggung jawab ;
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8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam

penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bontang Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain,Mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dipanggil secara elektronik
pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang
menghadap di muka persidangan;

Bahwa Termohon dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari
dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Termohon tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum
Pemohon di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara
pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum
Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan
ikatan perkawinan dengan Termohon dan atas usaha perdamaian tersebut,
Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa Pemohon bermohon secara lisan di muka persidangan untuk
mencabut surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Bontang tertanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya mohon
penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut
hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa
dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat
permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di
wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang
untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih
dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon
kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang
dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa
kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum
para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa
yang di dalamnya para pihak memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum

HIm 4 dari 8. Penetapan No. 438/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari
organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan
advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu
syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan
dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang
berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau
wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-
pihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang
sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang
dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung
Rl Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada
dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat
kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut
identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret
pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat
kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan
mengakibatkan kuasa tidak sabh;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat
kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan
dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk
bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang
menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan
mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan
keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang
diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai
berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan
keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat
telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah
disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah
memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah
memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para
pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon
agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan
Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon menyatakan
untuk mencabut permohonannya,;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan secara lisan permohonan di
muka persidangan untuk mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Pemohon
untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 271 Rv. Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut

dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut
perkaranya telah dikabulkan, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan diperintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara ini
pada buku register perkara sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah
tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya
biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat
sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:
438/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Rabiul AKhir 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc.,
M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.l. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar,
S.H.l,, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
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Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
Ttd Ttd
Riduansyah, S.H.I. Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 260.000,00
4. Biaya Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.
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